PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan tugas dan fungsi Dinas
Pendidikan  dan Kebudayaan, dipandang  perlu
menjabarkan Tugas dan Fungsi;

b. bahwa ~berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
’ Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Seram bagian Timur, Kabupaten
Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di
Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4350);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
’ Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara. Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik




Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran
Daerah Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN
FUNGSI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.

Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.

Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
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Kelompok adalah Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi
Dinas.

6. Sub Kelompok adalah Sub Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa
fungsi Dinas.




BABII
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
DINAS

Pasal 2

1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan

dan kebudayaan serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada
daerah;

Dalam melaksananakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas

menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan pendidikan anak
usia dini dan pendidikan non formal, pembinaan sekolah dasar,
pembinaan sekolah menengah pertama, kebudayaan dan pembinaan
ketenagaan,;

perumusan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan
pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pembinaan
sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, kebudayaan

dan pembinaan ketenagaan,;

. pengoordinasian penyusunan kebijakan pelaksanaan pembinaan

pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pembinaan
sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, kebudayaan

dan pembinaan ketenagaan;

. perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pembinaan pendidikan

anak usia dini dan pendidikan non formal, pembinaan sekolah dasar,
pembinaan sekolah menengah pertama, kebudayaan dan pembinaan

ketenagaan,;

. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan

pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal,
pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama,
kebudayaan dan pembinaan ketenagaan; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.



Bagian Kedua
KELOMPOK PENDUKUNG

Pasal 3

1) Kelompok pendukung mempunyai tugas melaksanakan pelayanan

2)

teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas

dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,;

Dalam melaksananakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

kelompok pendukung melaksanakan fungsi:

a.

koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan
anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan Non Formal, dan kebudayaan serta tugas pembantuan di
bidang pendidikan dan kebudayaan;

pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini,

pendiidikan dasar, pendidikan Non Formal, dan kebudayaan;

. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan anak

usia dini, pendidikan dasar, pendidikan Non Formal, dan

kebudayaan;

. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas

pendidikan dan kebudayaan;

. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan

fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan anak usia dini,
pendiidikan dasar, pendidikan Non Formal, dan kebudayaan;
pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas
pendidikan dan kebudayaan,;

pengelolaan kepegawaian di lingkugan dinas pendidikan dan

kebudayaan;

. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang

pendidikan dan kebudayaan yang meliputi usul kenaikan pangkat
dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta
pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi
pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
dan pendidikan Non Formal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan
kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, penyiapan
bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan
anak usia dini kerja sama, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah
menengah pertama kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan

perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan



Yang Maha Esa, fasilitasi pengelolan warisan budaya nasional dan
dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;

i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan
masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan Non Formal, dan kebudayaan;

j. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di
bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan Non
Fbrmal, dan kebudayaan;

k. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan;

1. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di
lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 4

1) Sub kelompok Perencanaan, Keuangan, dan BMD yang melaksanakan
tugas:

a. penyiapan peyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana,
progran, kegiatan, dan anggaran;

b. pengelolaan data dan informasi;

c. penyusunan bahan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar,
sekolah menengah pertama, pendidikan Non Formal, dan
kebudayaan;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan,
dan anggaran;

e. penyusunan laporan Sekretariat dan Dinas;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 5

1) Sub kelompok Umum dan Kepegawaian, yang melaksanakan tugas:
a. urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi,

ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan  peraturan

perundang undang, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan



kepegawaian di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini,
sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan Non Formal,
dan kebudayaan,;

b. koordinasi dan penyusunan bahan kerjasama, publikasi, dan
hubungan masyarakat di bidang pengelolaan Pendidikan Anak Usia
Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Non
Formal, dan Kebudayaan; dan

C. pélaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 6

1) Sub kelompok Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, yang melaksanakan
tugas:

a. Urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi,
ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan  peraturan
perundang undang, fasilitasi Urusan usul kenaikan pangkat dan
peningkatan kopentensi pendidik dan tenaga kependidikan serta
pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi
pelaksanaan akretitasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
dan pendidikan Non Formal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan
kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, penyiapan
bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan
anak usia dini kerja sama, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah
menengah pertama kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan
perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan
dunia, dan tugas-tugas pemantauan lainnya; dan

b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
KELOMPOK PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Pasal 7

1) Kelompok Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non

Formal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan



dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia

dini dan pendidikan non formal;

Dalam melaksananakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

kelompok Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non

Formal melaksanakan fungsi:

a.

penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan
kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan
sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter
pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal,

pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan
non formal:

penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan

non formal;

. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan

penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non
formal;

penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan
non formal,

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik
dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan
pendidikan non formal,;

pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan
sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter
Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Non Formal; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 8

1) Sub kelompok Kurikulum dan Penilaian, melaksanakan tugas:

a.

penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan

non formal;



penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian pendidikan non
formal;

penyusunan bahan pembinaan pelaksana kurikulum dan penilaian
pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal,

penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksana kurikulum
dan penilaiaan pendidikan anak usia dini dan pendididkan non
formal;

pélaporan di bidang kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Non Formal; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sub kelompok Kelembagaan dan Sarana Prasarana, melaksanakan

tugas:

a.

penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
kelembagaan dan prasarana pendidikan anak usia dini dan

pendidikan non formal;

. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana

pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan
penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non

formal;

. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan

sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non
formal;

pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Sub kelompok Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, melaksanakan

tugas:

a.

penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di

bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan



karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan Non
Formal;

penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan
pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan
pendidikan Non Formal;

penyusunan bahan pemantauan dan evalusi pelaksanaan pembinaan
minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peseta didik
pendidikan anak usia dini dan pendidikan Non Formal,

pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan
pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia dini dan
Pendidikan Non Formal; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
KELOMPOK PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

Pasal 11

1) Kelompok Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan

2)

penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pembinaan sekolah dasar;

Dalam melaksananakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

kelompok Pembinaan Sekolah Dasar melaksanakan fungsi:

a.

penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan
kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan
sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter
Sekolah Dasar;

pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter Sekolah Dasar;

penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah
Dasar,

penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan
penutupan Sekolah Dasar;

penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik

dan pembangunan karakter Sekolah Dasar;



penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang
penuturnya dalam daerah kabupaten;

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik
dan pembangunan karakter Sekolah Dasar;

pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan
sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter
Sekolah Dasar; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepalan Dinas sesuai

dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Sub kelompok Kurikulum dan Penilaian, melaksanakan tugas:

a.

penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar;

penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian
Sekolah Dasar;

penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian
Sekolah Dasar;

penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pembinaan minat, Penyusunana bahan pembinaan bahasa dan
sastra daerah yang penuturnya dalam daerah Kabupaten;
penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar;

pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Sub kelompok Kelembagaan dan Sarana Prasarana, melaksanakan

tugas:

a.

b.

penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan, kebijakan
kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Dasar;

penytisunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana
Sekolah Dasar;



1)

penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan
penutupan Sekolah Dasar;

penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana
dan prasarana Sekolah Dasar;

pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah
Dasar; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Sub Kelompok Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, melaksanakan

tugas:

a.

penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan
karakter peserta didik Sekolah Dasar;

penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan
pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar;

penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter
peserta didik Sekolah Dasar;

pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan
pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
KELOMPOK PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Pasal 15

Kelompok Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama;

Dalam melaksananakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kelompok Pembinaan Sekolah Menengah Pertama melaksanakan fungsi:

a.

penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan

kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan



!

sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter
Sekolah Menengah Pertama,;

pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;

penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah
Menengah Pertama;

penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan
penutupan Sekolah Menengah Pertama;

penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik
dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik
dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;

pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan
sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter
Sekolah Menengah Pertama; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Sub kelompok Kurikulum dan penilaian, melaksanakan tugas:

a.

penyusunan bahan bahan perumusan, koordinasi pelaksanakan
kebijakan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama,;
penyusunan bahan pertama kurikulum muatan lokal dan kriteria
penilaian Sekolah Menengah Pertama,;

penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian
Sekolah Menengah Pertama;

. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;

. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah

Pertama; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.
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Pasal 17

1) Sub kelompok Kelembagaan dan Sarana Prasarana, melaksanakan

tugas:

a.

penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanakan kebijakan
kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana
Sekolah Menengah Pertama;

penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan

penutupan satuan Sekolah Menengah Pertama;

. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan

sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;

pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah
Menengah Pertama; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Sub kelompok Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, melaksanakan

tugas:

a.

penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di
bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan

karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;

. penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan

pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter
peserta didik Sekolah Menengah Pertama;

pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan
pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;

dan

. pelaksanaa{n tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.



Bagian Keenam
KELOMPOK KEBUDAYAAN

Pasal 19

1) Kelompok Kebudayaan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan

2)

pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan;

Dalam melaksananakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

kelompok Kebudayaan melaksanakan fungsi:

a.

7

—i.
.

penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan
kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum
Kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan
komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian,;

penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya,
pengelolaan museum Kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian
tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan
kesenian;

penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat
pelakunya dalam daerah Kabupaten;

penyusunan bahan  pelestarian tradisi yang masyarakat
penganutnya dalam daerah kabupaten;

penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang
masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;

penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat
pelakunya dalam daerah kabupaten;

penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar
budaya peringkat kabupaten,

penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar
kabupaten;

penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten,;

penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya,
pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian
tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan
kesenian;

penyusuflan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan
cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah,
pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan

pembinaan kesenian;



m. pelaporan di bidang cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten,

pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan
lembaga adat, dan pembinaan kesenian; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 20

1) Sub kelompok Cagar Budaya dan permuseuman, melaksanakan tugas:

a.

penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta
Permuseuman;

penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya
dan pelestarian cagar budaya;

penyusunan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan dan
pemanfaatan museum,

penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya keluar
daerah kabupaten;

penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi
cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;

pelaporan di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar
budaya; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 21

1) Sub kelompok Sejarah dan Tradisi, melaksanakan tugas:

a.

melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan
di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan
pembinaan komunitas dan lembaga adat;

penyusunan bahan pelestarian tradisi;

penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi;
penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah,
tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas
dan .lembaga adat;

pelaporan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda,
dan pembinaan komunitas dan lembaga adat; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tueas dan funesinva.



Pasal 22

1) Sub kelompok Kesenian, melaksanakan tugas:

a.

penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
pembinaan kesenian;

penyusunan bahan pembinaan kesenian;

c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan

kesenian;
pelaporan di bidang pembinaan kesenian; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
KELOMPOK PEMBINAAN KETENAGAAN

Pasal 23

Kelompok Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia

Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Non

Formal, serta tenaga kebudayaan;

Dalam melaksananakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

kelompok Pembinaan Ketenagaan melaksanakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan

kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, dan Pendidikan Non Formal, serta tenaga kebudayaan,;
penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan
tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar,
Sekolah Menengah Pertama, dan pendidikan Non Formal, serta
tenaga kebudayaan;

penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga
kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama, dan Pendidikan Non Formal;

peﬁyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah

Pertama, dan Pendidikan Non Formal;



penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga
kependidikan dalam kabupaten;

penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan
permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian,

dan tenaga kebudayaan lainnya;

penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan

pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini,
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Non
Formal serta tenaga kebudayaan;

pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, dan Pendidikan Non Formal serta serta tenaga
kebudayaan; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Sub kelompok Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia

Dini dan Pendidikan Non Formal, melaksanakan tugas:

a.

penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Non Formal;

penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan
pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Non Formal,

penyusuna bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;

penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;

pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
Pendidike_m Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidémg tugas dan fungsinya.



Pasal 25

1) Sub kelompok Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar,

1)

melaksanakan tugas:

a.

penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan
Sekolah Menengah Pertama;

penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan
pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama;

penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan
Sekolah Menengah Pertama;

pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Sub kelompok Tenaga Kebudayaan, melaksanakan tugas:

a.

penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga
kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga
kebudayaan lainnya,;

penyusunan bahan pemindahan tenaga cagar budaya dan
permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian
dan tenaga kebudayaan lainnya,;

penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga
kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian dan tenaga kebudayaan
lainnya;

pelaporan di bidang pembinaan pembinaan tenaga cagar budaya dan
permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian
dan tenaga kebudayaan lainnya; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan

‘ Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 28 Desember 2017

B)M KEPULAUAN ARU,
; N f \\‘3\ :‘a
/g,

“ JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 28 Desember 2017
SEKRE T WERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2017 NOMOR. 5?
Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN

NOVY EDWIN M. SOLISSA



